
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan Ahli Pemohon Dalam Pengujian Aturan Masa 

Jabatan Anggota KPU 
 

Jakarta, 17 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil 

Pasal 10 Ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 

1945 pada Selasa (21/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli 

Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 120/PUU-XX/2022 ini diajukan 

oleh Dedi Subroto, Bahrain, S.H., M.H. serta Perwakilan dari Yayasan Pusat Studi Strategis dan 

Kebijakan Publik Indonesia .  Norma yang diujikan adalah Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 

Dalam Sidang sebelumnya (01/03), Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Kementerian Dalam Negeri RI, La Ode Ahmad Pidana Bolombo mengatakan UU Pemilu 

menyebutkan pemilu dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional sehingga keberadaan anggota 

KPU Provinsi/Kota/Kabupaten telah ditentukan dengan masa jabatan selama 5 tahun. Maka dalil 

yang dimohonkan Pemohon tersebut inkonstitusional serta perpanjangan masa jabatan tanpa 

seleksi tersebut tidak demokratis. KPU sebagai penyelenggara pemilu telah disumpah sehingga 

harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun hal yang didalilkan Pemohon tersebut 

adalah masalah teknis dan bukan hal substantif, sehingga dapat diatasi dengan pengaturan teknis. 

Dalam petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 10 Ayat (9) UU Pemilu 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai: “Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya 

pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesainya 

Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. (Sri/MHM) 
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